
BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROViNSl ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJ AN GAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN ACEH BARAT DA'{A TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

Menimbang : a. banwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian 
Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur 
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 
Tahun 2022, perlu diatur teknis pelaksanaannya dengan 
Pp.-r:;::1tu ,,rn Rnpp,t:i; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dru.1. Gaji Ketiga 
Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten 
Aceb Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang 
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
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2. Undang-Unda.ng Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tamoaha..-ri Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta,.½.ar1 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sehagaimana tela.h diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
te11tfu~g Pemerintahan Daerab {Lembaran Negara Republik 
Indone_;sia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Reoublik Indonesia Nomor 5679): 

4. un'"da:rig-Undang Nomor 11 T~hun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573}; 

5. Peraturan Pemerinta..1-i Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
'T'anun ?010 Nomnr 421· 

.,_ ....... - -A, .- ,..., .... - ·- " _.........:.._,.,_,.... ~ J' 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur 



Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 98; Tambahan Len1baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6787); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang 
Pedmna.11 Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera11 Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya 
Tahun 2021 Nomor~ Tamba..½.an Lembar&---i Kabupaten Aceh Barat 
Daya Nomor 146); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TEKNIS 
PEMBERlAN TUNJANGAN HAR1 RAYA DAN GAJ1 KETlGA BELAS 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN A 
BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ► 
ANGGARAN 2022. \ 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh 

Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan 
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya. 
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. 
6. Pimpinan dan li...11 .. ggota Dev;ran Penvakilan Rakyat Kabupaten 

(DPRK) adalah Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya. 
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan, bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Aceh Barat Daya. 

8. Calon Pegawai Negeri Si-pil yang selanjutnya disebut 
CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan 
Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai 
Negeri Sipi1 belum rr1engiI~uti ke\\rajibru.1 untuk memenuhi 
syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%, bekerja 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. 

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang seianjutnya 
disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja 
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan 
tugas pemerintahan, bekerja di lingkungan Pemerintah 
Y"II" 1 A, , ~ I -r-.._ h-.anupa.ten , .. cen tsara.r. iJa.ya .. 

10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat 
SKPK adalah perangkat kabupaten yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis 
Daerah dan Lembaga Daerah. 

11. Hari Raya adalah Hari Raya Idu1 Fitri. 



12. lto.ggarfu1 Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang 
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana tahunan 
Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun. 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal2 

~l) PNS dan Calon PNS, Pejab?.t Negara, Pimpinan dan Anggota 
DPRK, serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
Ketiga Belas. 
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l-4J .r i'h) seoaga.1n1ana arn:mKsua. paaa ayat 1.1) menput1 .t""l"l · aa1am 

jabatan: 
a. pimpinan tinggi; 
b. administrator; 
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan 

pengaviras; 
d. fungsional utama; 
e. fungsional ahli madya; 
-
f. f11no-~1nn::'!I -.:,hli ir,n,rl<=t· ..._..,,:._,,_.,Lb·,-.,.1.,._'_,..<.._..-..A,.;.. U..i..J...,I).,;,. ..._..._..._~'-,A..r....-'l,..' 

g. fungsional ahli pertama; 
h. fungsional penyelia; 
1. fungsional mahir; 
J. fungsional terampil; 
k fungsional pemula; dan 
1. pelaksana. 

(3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: 
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau 
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di 

dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar 
oleh instansi tern.pat penugasan. 

Bagian Kedua 
Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
avat (1\ diberikan baQ.i Pe{abat Negara meHnuti: 

.. '· , I.:..,:, ..., .;,_;- .I.. 

a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; dan 
r> tnrt;?Mn"".1rt 10ha~ar, 
....,.. ~..i.. ... J~.._b~ .... .Jf.;.A."'-' '- .l...l.o 

(2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK. 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 
d. tunjan.gan jahatan atau tunjangan um.um. 

(4} Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan bagi CPNS meliputi: 
a. 80% (deiapan puluh persen} dari gaji pokok; 
b. tunjanga..n keluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 



L 

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 
(5} Tunjangan Hari Raya bagi Pirnpinan dan ,1\nggota DPRK, 

paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, 
tunjangan keluarga1 dar! tunjangan jabatan pimpinan dan 
anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan 
administratif pir.n.pin:an dan anggota DPRK. 

Bagian Ketiga 
Pemberian Gaji Ketiga Belas 

Pasal 4 

( 1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
f 1) diberikan bagi Pejabat Negara meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c, tunja:ngan jabatan. 

(2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK. 

{3} Gaji Ketiga Belas sebagairr1ana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 
d. tunjangan jabatan a tau tunjangan umum. 

(4} Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan bagi CPNS meliputi: 

~ro' '. ' i h \ • . ., . k a. tu /c t de~ap2.n pu~u,.~ persenJ dan gaJl poKo~ ; 
b. tunja..-rigan keluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan un:-1un1. 

(5) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, paling 
banyak sebesar akumuJasi dari uang representasi, tunjangan 
keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRK 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan 
anggota DPRK. 

BAB HI 
PEMBAYARAN 

FasaI 5 

( 1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja 
sebelum tanggal hari raya yakni pada bulan April Tahun 
2022. 

(2) Dalam hal tertentu untuk Tunjangan Hari Raya sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan 
Ha3·1 Raya dibaya:rkan setelah tanggal hari ra.ya. 

(3) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022. 

(4~] Dalam hal tertentu untui{ G-aji Ketiga Be!as sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga 
Belas dibayarkan setelah bulan Juli 2022. 



Pasal 6 

i 1 J Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Be1as tidak dikenakan 
potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan 
ketentuan; kecuali zakat dan infaq. 
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penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan dan ditanggung pemerintah kabupaten. 

Pasal 7 

Mekanisme pen1bayaran Tunjangan Hari Raya dan G-aji Ketiga 
Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan 
keuangan daerah. 

BAB IV 
PENDANAAN 

Pasa1 8 

Pendanaan pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang n1e:ngetah.uinya, n1emerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Diundangkan di Blangpidie 

Ditetapkan di Blangpidie 
pada tanggal 1.? ~ 2022 M 
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AKMAL IBRAHIM 

pada tanggal 2o frr?rrtd 
1.;; R.MAA A..~ 

2022 M 
1443 H 

j SEKRETARIS DAERAH J t KABUPATE~. H BARAT DAYAf 
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SALMAN ~ F AR!Sl 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR j,6 


